
BUPATI GU1!rUI!IG IT,IAS

PROVINTSI I{ALIIVIAT{TAN TESGAII

PERATURAIT BUPATI GUI{UNG }IAS

r![oMoR 4L TAHUrI 2At4

TEITTAIYG

TA?A CARA PEIIGEMBALIAIT KELEBIHAI{ PEilIBAYARAN

PAJAI( BUMI DAN BAIIGUHAI{ PERDESAAN DAN PERKCITAATI

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUIYUNG MAS,

lrahrva dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat {z}
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2a12 tentang pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengembaiian Kelebihan
Pembayaran Pqiat< Bumi dan Bangunan perdesaan clan
Perkotaan.

1. Undang-Undang Nnmor 19 Tahun 1997 tentang penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun lgg7
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 309 1)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor aAaB];

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, I(abupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Ma.s,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Tirrrur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA2 Nomor 18,
Tambahan LemLraran Negara Republik Indonesia Nomor
a 180);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Tahun 2OAZ Nomor 27 Tamt:ahan
Lembaran Negara Nomor alBq); I
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun 2OA4 Nornor 126, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa39);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Z00g tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AA9 Nomor i30), tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

6. Undang-unclang Nomor 12 Tahun ZOlt Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ALl Nomor gZ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23ai;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ag tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang
Hukurn Acara Pidana (LemLraran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengarvasan Penl.elenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
i65 Tambahan Lembaran Negara Nomor a593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Tahun 2OO7 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor a737);

11. Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor I Tahun ZAl4
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Ber:ita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah ltabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjacli
kewenangan Kabupaten Gunung Mas; 
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13. Peratrrran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor LO Tahun
2Ol2 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaanl

MTMUTUSKAN:

Menetaphn: PERATITRAII BT PATI TEilTAIIG TATA CARA PEIIGEUBALIAN
I{TLEBIHAIT PEMBAYARAIT PA"TAIT BUTfi DAIT BAITGUITAIT
PERDESAAIV DAIT PERNOTAAIT.

BAB I
I(ETEITTUAIT IIMUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh

Pemerintah Daerah dan Perawakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan Tugas Pembentukan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
L945;

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai
Peyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Gunung Mas;
8. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang

selanjutnya disingkat SSPD PBB, adalah bukti pernbayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

9. Surat Ketetapan Pqiak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat SKPD PBB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang temtang.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pqiak Bumi dan Bangunan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah pqiak yang masih harus dibayar.

11. Surat Ketetapan Pqiak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB, adalah surat
ketetapan pdak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan 
I

Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB, adalah surat ketetanan 
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pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pqiak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihit Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat SKPDN PBB, adalah Surat Ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak temtang dan tidak ada kredit pqiak.

14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tagihan
pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagr sebesar-
besarnya kemakmuran rak5rat.

16. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya
disebut UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung
Mas .

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagr sebesar-
besarnya kemakrruran ralryat.

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut paj*, yang mempunyai hak dan kew4iiban
perp4jakan sesuai dengan ketentuan perattrran penrndang-undangan
perpajakan daerah.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang
terutang kepada Wajib Pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

2l..Surat Ketetapan Pqiak Daerah Irbih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
tenrtang.

22.Utarry pajak adalah pdak yang masih harus dibayar terrnasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketenhran
peraturan perundang-udangan perpajakan.

23. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pqiak Bumi dan Bangunan
Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPMKP PBB adalah Surat Perintah
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan uptuk membayar kelebihan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.l
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24. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPKP PBB adalah Surat
Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan.

25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

26.Tempat Pembayaran adalah Bank Umum/Kas Umum Daerah yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan dan memindahbukukan ke Bank Persepsi/Kas Umum Daerah
Persepsi.

27.I{as Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II
KELEBIIIAIT PEMBAYARAIT PA.'AK BI'MI DAIT BAITGI'ITAIT

Pasal 2

Kelebihan pembayaran PBB terjadi apabila :

a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang sehamsnya terutang;

b. dilakukan pembayaran PBB yang tidak seharusnya terutang.

ksal 3
(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran PBB, Wajib Pajak

mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat
yang ditunjuk untuk ittr atau tanda pengiriman surat permohonan melalui
pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan
ssfoagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1) Kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang
pajak.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib P4iak yang berhak atas kelebihan pembayaran
PBB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pqiak yang akan
terutang atau dengan utang pqiak atas nama Wajib Pajak lain.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan pemindahbukuan.

Pasal 5

(1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam jangka wakttr paling
lama L2 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara
lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati rnenerbitkan : I
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a. SKPDLB PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari
yang seharusnya terutang;

b. SPPT PBB, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang sehamsnya
terltang;

c. SKPD PBB, apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata larrang dari jumlah
PBB yang seharusnya terutang.

(2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama
Bupati tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak berakhirnya janska waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Bupati
menerbitkan SKPKP PBB.

Pasal 6

(1) Kelebihan pembayaran PBB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB hasil pemeriksaan
Dinas atas nama Bupati.

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan
menerbitkan SPMKP PBB.

Pasal 7

(U SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai
berikut:

a. lembar ke- L untuk Dinas selaku penerbit SPMKP PBB.

b. lembar ke- 2 untuk Tempat Pembayaran yang ditunjuk.

c. lembar ke- 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

d.lembar ke- 4 untuk Kas Umum Daerah.

(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB
beserta SKPKB PBB harr.s disampaikan secara langsung oleh Pehrgas yang
ditunjuk oleh Dinas atau melalui Pos tercatat ke Dinas pating lambat 2 (dua)
hari kerja sebelum jangka waktu I (satu) bulan terlampaui dan paling lama 2
(dua) bulan.

(3) Kepala Dinas atas nama Bupati wajib menerbitkan SP2D paling lambat 2
(dua) hari sejak SPMKP PBB diterima.

(4) Dinas mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB yang telah dibubuhi cap
tanggal dan nomor generbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada
penerbit SPMKP PBB. 
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BAB III
KTTEITTUAN PEITUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tamggal g9 Vogar& ev

BUPATI GUNUNG MAS,

%r4

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal ?O gegewbCr ?oq

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2AT4 NOMOR C,II / 2OI4

ARIS DAERAH
PATEN GUNUNG MAS,
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